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BUPATI MANGGARAI 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
                     SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 4 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MANGGARAI, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 188.34-9700 Tahun 2016 

tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan 

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu 

diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
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pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 

dan 
BUPATI MANGGARAI 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 

TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), ayat (2) diubah dan setelah huruf aa pada 

ayat (2) ditambahkan empat huruf baru yakni huruf bb, huruf cc, huruf 

dd dan huruf ee serta setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru 

yakni ayat (4), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 57 

 

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data 

agregat penduduk. 

(2) Data perseorangan meliputi  : 

a. nomor KK; 

b. NIK; 

c. nama lengkap; 

d. jenis kelamin; 

e. tempat lahir; 

f. tanggal/bulan/tahun lahir; 

g. golongan darah; 

h. agama/kepercayaan; 
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i. status perkawinan; 

j. status hubungan dalam keluarga; 

k. cacat fisik dan/atau mental; 

l. pendidikan terakhir; 

m. jenis pekerjaan; 

n. NIK Ibu kandung; 

o. nama ibu kandung; 

p. NIK ayah; 

q. nama ayah; 

r. alamat sebelumnya; 

s. alamat sekarang; 

t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir; 

u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir; 

v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 

w. nomor akta perkawinan/buku nikah; 

x. tanggal perkawinan; 

y. kepemilikan akta perceraian; 

z. nomor akta perceraian/surat cerai;  

aa. tanggal perceraian; 

bb. sidik jari; 

cc. iris mata; 

dd. tanda tangan; dan 

ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. 

(4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data 

Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam 

urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: 

a. pelayanan publik; 

b. perencanaan pembangunan; 

c. alokasi anggaran; 

d. pembangunan demokrasi; dan 

e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 

 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (6) Pasal 62 diubah dan ayat 

(2) dihapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 62 

 

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki 

Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. 

(2) Dihapus. 

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional. 

(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan 

perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi 

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa 

berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. 

(5) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki 

Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya 

pada saat bepergian. 

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 

(satu) KTP-el. 

 

3. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 63 
 

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data 

penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau 

perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, 

pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan 

tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.  

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas 

tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.  

(3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi 

penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat 

dalam database kependudukan.   

(4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip 

yang memuat rekaman elektronik data perseorangan. 

(5) KTP-el untuk: 

a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan 
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b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku 

Izin Tinggal Tetap. 

(6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, 

Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi 

Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.  

(7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib 

melapor kepada Dinas melalui lurah/kepala desa mengetahui camat 

paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan 

penyebab terjadinya rusak atau hilang. 

(8) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP-el sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.  

 

4. Ketentuan Pasal 77 dihapus.  

 

5. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 78 

 

(1) Dinas/UPTD dan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan wajib menjaga 

dan melindungi data pribadi penduduk yang dihasilkan dari 

penyelenggaraan administrasi kependudukan.  

(2) Data Pribadi yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), memuat : 

a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; 

b. sidik jari; 

c. iris mata; 

d. tanda tangan; dan 

e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 

 

6. Ketentuan Pasal 89 huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 

89 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 89 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Pemerintah daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk 

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
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b. KTP-el seumur hidup yang telah mempunyai NIK tetap berlaku dan 

yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan 

Daerah ini; dan 

c. Dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Manggarai. 

 

Ditetapkan di Ruteng 
pada tanggal 1 Agustus 2017 

 
BUPATI MANGGARAI, 

      
        TTD 
 

DENO KAMELUS 
Diundangkan di Ruteng 

pada tanggal 1 Agustus 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, 
 
            TTD 

 
MANSELTUS MITAK,  

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2017 NOMOR 04. 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR : 4/2017 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 

NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 

I.  UMUM 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34-9700 Tahun 2016 

tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang pada 

putusannya membatalkan ketentuan Pasal 62 ayat (2), bertentangan 

dengan Pasal 63 ayat (2),  Pasal 63 ayat (4) dan Pasal 89 huruf c 

bertentangan Pasal 64 ayat (7) huruf a dan Pasal 77 karena bertentangan 

dengan Pasal 87A.  

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan dimaksud, perlu segera 

ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga produk hukum di 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 04. 
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BUPATI MANGGARAI 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

                      

 
 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 

NOMOR 4 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN MANGGARAI 

TAHUN 2017 
 


